FROVINEI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG
FERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN FEREMPUAN DAN ANAK KORBAN
HKEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MADIURN,

Menimbang : a. bahwa dengan teleh ditetapkannya Peraturan Daerah
Rota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah
Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak
khorban Kekerasan dipandang sudah tidak sesuai,
sehingga perlu diubah;

b bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Madiun Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

Mengingat : 1. Pasal 15 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;



=

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita
Negara Republik [ndonesia Tahun 1950 Nomor 45)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Nomor 16 Dan Nemor 17 Tahun 1950 (Republik
Indonesia Dahulu) tentang Pernbentukan Kota-Kota Besar
Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 331);

Undang-Undang Nomor 23 Tsehun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 207, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesian Nomor 5606);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844},

Undang-Undang MNemor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 3587], sebagaimana
telah diubah beberapa kall terakhir dengan Undang-
Undang Nomer 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ftentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat I
Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982
Nomeor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3244);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoncsia Nomor 604 1);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Dalam Konflik Sosial;

Peraturan Menteri Negara Pemberdaysan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

Peraturan Menteri Negara Pemberdaysan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penanganan Anak Korban Kekerasan,

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
Peraturan Deerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Perlindungan Peremnpuan dan
Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kota Madiun
Tahun 2015 Nomeor 7/D, Tambahan Lembaran Dasrah
Kota Madiun Nomor 36|,

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 20106
tentang Pembentukan dan Susunan Peranglat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomer 1/C);
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomer 5 Tahun 2017
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota Madiun
Tahun 2017 Nomor 5/D, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Madiun Nomor 39);



17, Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor & Tshun 2017
tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017
Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun
Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKTAT DAERAH KOTA MADIUN

Menetapkan

-
-

dan
WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSEAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 9
TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK HKORBAN
KEKERASAN.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Rota Madiun
Nomer 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah
Kota Madiun Tahun 2015 Nomor 7/D, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Madiun Nomeor 36) diubah sebagai berikut:

1. Ketentnan angks 4 dan angka 5 Pasal 1 diubah, sehingga
Pasal 1 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan !

1. Dacrah adalah Kota Madiun.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.

3. Walikota adalah Walikota Madiun.

4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak adalah Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Madiun.

5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Sosial,
Pemberdavean Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Madiun.
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17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
dan
WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ;: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
FERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR O
TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK HKORBAN
KEKERABAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dacrah Kota Madiun
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah
Kota Madiun Tahun 2015 Nomor 7/D, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Madiun Nomor 36) diubah sebagai berilcut:

1. Ketentuan angka 4 dan angka 5 Pasal 1 diubah, sehingga
Pasal 1 secara keseluruhan berbunyi sebagai beriloat:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.

3, Walikota adalah Walikota Madiun.

4, Dinas Sosial, Pemberdayasn Perempuan dan
Perlindungan Anak adalah Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Madiun, :

3. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Madiun,
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Anak adalah seseorang vang belum berusia
18 {delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih
dalam kandungan.

Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan
untuk memberikan rasa aman kepada korban yang
dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga
sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atan plhak
lainnya baik sementara maupun berdasarkan
penetapan pengadilan,

Perlindungan Perempuan adalah segala upaya yang
dilakuken oleh keluarga, pemerintah dan lainnya
yvang ditujukan kepada perempuan untuk menjamin
terpenuhinya hak perempuan sebagai bentuk
penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Perlindungan anak adalah secgala kegiatan untuk
menjamin dan melindungi anak dan hak-halknya agar
dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi sccara optimal sesuai dengan harkat
dan martabat kemanusiaan serta perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi.

Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan
hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana
terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya
bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya
kemerdekaan seseorang.

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap
tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang
berakibat atau mungkin berakibat kKesengsaraan atau
penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau
paikologis termasuk ancaman tindakan tertentu,
pemaksaan atau perampasan kemerdckaan sccara
gsewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik
atau dalam kehidupan pribadi.

Kelterasan terhadap anak adalah setiap perbuatan
techadap anak yang  berakibat timbulnya
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental,
seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan
perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh
dan merendahkan martabat anak.
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Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang
terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya,
atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau
keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke
bawah sampai dengan derajat ketiga.

Korban adalah perempuan dan anak vang mengalami
kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung
maupun tidak langsung sebagai akibat dari
kekerasan.

Pelayanan adalah tindakan yang harus segera
dilakukan kepada korban ketika melihat, mendengar
dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya
kekerasan terhadap korban.

Pendamping adalah ocrang atau perwakilan dari
lembaga yang mempunyai keahlian melakukan
pendampingan korban untuk melakukan kenseling,
terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan
diri korban kekerasan,

Pemulangan adalah upaya mengembalikan
perempuan  dan  anak korban  kekerasan dari
dalam /luar negeri ke titik debarkasi/entry point, atau
dari daerah penerima ke daerah asal.

Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali
korban dengan plhak keluarga, kcluarga pengganti,
atau  masyarakat yang dapat — memberikan
perlindungan dan pemenuhan kebutuhan begi
korban.

Pemberdayaan adalah penguatan korban kekerasan
untuk depat berusaha dan bekerja sendiri setelah
mereka dipulihkan dan diberikan layanan rehabilitasi
kesshatan dan sosial.

Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang
digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap
korban sesuai dengan standar operasional yang

ditentukan.
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Masyarakat adalah perseorangan, keluarga,
kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi
kemasyarakatan.

Pusat Pelayanan Terpadu Tindak Kekerasan Terhadap
Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disebut PFT,
adalah suatu bentuk jejaring pemerintsh dan non
pemerintah yvang menyelenggaraan layanan terpadu
berbasis masyvarakat vang menangani | korban
kekerasan terhadap perempuan dan anak — yang
meliputi layanan pendampingan hukum, medis, dan
psikososial,

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat
SPM adalah tolok ukur kinerja pelayanan unit
pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan
penanganan laporan/ pengaduan, pelayanan kesehatan,
rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum,
serta pemulangsn dan reintegrasi  sosial | bagi
perempuan dan anak korban kekerasan,

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah, schingga Pasal 11
sccara kescluruhan berbunyi sebagai berilout:

{1)

(2)

(3]

Pasal 11

Penyelenggaraan dan/atau pengeiolaan rumah aman
dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anal.

Untuk keamanan dan/atau atas permintaan korban
kekerasan, pengelola atau penyelenggara rumah aman
schagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
menempatkan korban kekerasan di tempat tertentu
yang dirahasiakan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan
rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dalam Peraturan Walikota,
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3. Ketentuan avat (2) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22
secara keseluruhan berbunyi sebagai berilut;

(1

[2)

13)

(#)

Pasal 22

Pemerintah Daemmh melakukan pemantauan untk
menjamin  kesinambungan dan efektivitas langkah-
langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan,
program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan
anak korban kekerasan.

Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat [1)
dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pernberdayaan
Perernpuan dan Perlindungan Anak.

Pemantavan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan
pemantauan langsung terhadap satuan kerja
perangkat daerah vang melaksanskan kebijakan,
program dan kegiatan perlindungan perempuan dan
anak korban kekerasan.

Pemantauan dilakukan mulali dag perencanaan
sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, dan
kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban
kekerasan setiap tahun.

Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah, sehingss Pasal 29

secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

1]

(<]

(2l

(4)

Pasal 29

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud
dalamn Pasal 11 ayat (2) diancam pidana kurungan
paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling
banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),
Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan cleh Pegawai Negeri Sipil, ditambah
dengan sanksi kepegawalan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pelanggaran.

Pelanggaran terhadep ketentuan sebagaimana dimaksud
Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesyai
ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal I1

Peraturan Daersh ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Madiun,

Ditetapkandi MADIUN
pada tanggal 24 September 2018

Diundangkan di MADIUN

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIURN
TAHUN 2018 NOMOR 26/0

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR :

206-35/2018



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR -5 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOREAN
HKEKERASAN

Bahwa setiap warga negara berhak untuk hidup bebas dar
penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan dersjat dan martabat
manusia, serta mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk
kekerasan, kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan
pelanggaran hak asasi manusia schingga perlu mendapatkan perlindungan
sehingga terjamin hak hidupnya sesuai dengan harkat dan martabatnya
tanpa diskriminasi.

Pemnerintah Daerah memiliki kewajiban memberikan perlindungan
kepada setiap warga negara sesual dengan pembukaan Undang-Undang
Republik Indonesia Tahun 1945, Kekerasan terhadap perempuan
merupakan setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang
berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan
perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman
tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekoan secara
sewenang-wenang baik vang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan
pribadi, Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak
yang berakibat timbulnya kecsengsaraan atau penderitaan sccara fisik,
mental, sosial, psikologis, termasuk penelantaran atau perlakusn buruk
yvang mengancan integritas tubuh dan mercndahkan martabat anak,
Keberadaan perempuan dan anak korban kekerasan belum mendapatkan
pelayanan yang memadai, sehingga diperlukan pelayanan minimal untuk
korban kekerasan,



.

Peraturan Daerah tentang  Penyelenggaraan Perlindungan
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan ini, berasaskan Pancasila, dan
berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, dan mengacu kepada banyak
Undang-Undang, terutama yang mengatur tentang perlindungan
perempuan dan anak kerban kekerasan.

Diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan peraturan perundang-
undangan terkait lainnya.

Dalam rangks menccgah dan menanggulangi kekerasan terhadap
perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Madiun agar terhindar dar
ancaman kekerasan, penylksaan atau periakuan yang merendahkan
derajat dan  martabat kemmanueiaan, perlu dilakukan perlindungan
terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam bentuk peraturan
di Daerah. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, maka Peraturan Dacrah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan dipandang sudah tidak sesuai, schingga perlu diubah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal |
Angla 1
Pasal 1
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 11
Cukup jelas.
Angka 3
Pasal 22
Cukup jelas.
Angka 4
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal [1
Culkup jelas.
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